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Kata Pengantar

Dengan mengucap puji syukur kehadirat Allah SWT Tuhan Yang 

Maha Kuasa, telah tersusun Laporan Kinerja Instansi 

Pemerintah (LKjIP) tahun 2019 Pengadilan Agama Selatpanjang, 

yang merupakan LKjIP tahun kelima dari Renstra tahun 2015- 

2019.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini d ibuat dalam rangka 

memenuhi maksud surat Sekretaris Mahkamah Agung RI 

Nomor : 1604/SEK/OT.01.2/11/2019 tertanggal 15 November 

2019 perihal Penyampaian Dokumen SAKIP Tahun 2019.

Penyusunan LKjIP Pengadilan Agama Selatpanjang mengacu pada Peraturan Presiden 

Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

serta Peraturan M enteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia 

Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara 

Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama Selatpanjang Tahun 2019 

mengetengahkan informasi pertanggungjawaban kinerja, tugas pokok, dan fungsi dalam rangka 

pencapaian visi, misi, serta sasaran yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Selatpanjang tahun 

2019 beserta uraiannya yang m eliputi kegiatan tahun 2019.

Semoga laporan ini dapat bermanfaat sebagai perbaikan kinerja Kami ditahun yang akan 

datang dengan potensi yang ada dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Peradilan Agama, serta 

berguna bagi semua pihak terka it.
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IHhtisar Eksekutif

S
ebagai salah satu kekuasaan kehakiman, Pengadilan Agama harus selalu berusaha 

untuk menjadi pengadilan yang menerapkan prinsip-prinsip peradilan yang 

sederhana, cepat, biaya ringan, adil, efektif, efisien, transparan dan akuntabel. 

Prinsip Pengadilan yang terbuka (transparan) merupakan salah satu prinsip pokok dalam sistem 

peradilan di dunia. Keterbukaan merupakan kunci lahirnya akuntabilitas (pertanggungjawaban). 

Melalui keterbukaan (transparansi), hakim dan pegawai Pengadilan akan lebih berhati-hati dalam 

menjalankan tugas dan tanggungjawabnya.

Sebagai pelaksanaan dari prinsip keterbukaan dan akuntabilitas tersebut disusunlah Laporan 

Kinerja Pengadilan Agama Selatpanjang. Seluruh Program Kerja Pengadilan Agama Selatpanjang 

disusun berdasarkan sasaran dan target kinerja yang telah ditetapkan dengan mengacu pada 

Reformasi Birokrasi dan Cetak Biru 2010-2035 Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjlP) Tahun 2019 Pengadilan Agama Selatpanjang 

disusun sesuai dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja, dalam upaya penguatan akuntabilitas kinerja 

sebagaimana d ia tur dalam Intruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan 

Korupsi, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi 

Pemerintah, dan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas Fungsi, Susunan 

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia.

Secara umum, tingkat realisasi terhadap target kinerja pada Pengadilan Agama Selatpanjang 

pada tahun 2018 sudah berjalan baik sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Beberapa indikator 

kinerja tidak tercapai sebagaimana yang ditargetkan bukan disebabkan oleh kinerja pegawai, namun 

lebih karena fakto r eksternal. Meskipun demikian, Pengadilan Agama Selatpanjang akan terus 

meningkatkan kinerjanya demi perbaikan layanan kepada masyarakat dan tegaknya keadilan.

Akuntabilitas Kinerja
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Batil
Pendahuluan

A. LATAR BELAKANG

Pengadilan Agama Selatpanjang merupakan salah satu pelaksana kekuasaan 

kehakiman pada tingkat pertama bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam 

mengenai perkara te rten tu  sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor : 50 

tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang 

Peradilan Agama. Sebagai bagian dari peradilan agama, Pengadilan Agama Selatpanjang 

secara hirarki organisatoris dan adm in istra tif berada di bawah Pengadilan Tinggi Agama 

Pekanbaru.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Pengadilan Agama Selatpanjang 

selaku garda terdepan dalam penegakan hukum dan keadilan senantiasa berusaha 

mewujudkan lembaga peradilan yang profesional, efektif, efisien, transparan, dan 

akuntabel, sehingga mampu memberikan pelayanan prima sesuai dengan prinsip-prinsip 

keadilan, sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana amanat pasal 4 ayat (2) Undang- 

Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Di samping menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pelaksana kekuasaan 

kehakiman, lembaga peradilan juga merupakan bagian dari unsur penyelenggara 

pemerintah negara yang wajib mewujudkan tata kepemerintahan yang baik (good 

governance) dimana dalam implementasi pelaksanaannya tidak terlepas dari Azas 

Akuntabilitas. Konsekuensi dari penyelenggaraan Azas Akuntabilitas adalah bahwa setiap 

instansi pemerintah harus mampu mengimplemantasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja 

(SAKIP). Proses penyelarasan dilakukan melalui penyusunan Rencana Strategis untuk jangka 

waktu menengah 5 (lima) tahun, Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Perjanjian Kinerja (PK) 

yang merupakan dokumen kontrak kerja untuk acuan dalam penyelenggara n tatakelola 

pemerintahan, serta Laporan Pertanggungjawaban Kinerja pada setiap tahunnya.

Sebagai bagian dari unsur penyelenggaraan pemerintah negara, Pengadilan Agama 

Selatpanjang d itun tu t untuk dapat mempertanggung jawabkan kinerjanya kepada publik 

mengenai tugas pokok dan fungsinya yang telah disusun dalam dokumen Rencana Kinerja 

Tahunan (RKT) dan Perjanjian Kinerja (PK), sesuai dengan ketentuan Instruksi Presiden 

Republik Indonesia (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi

Akuntabilitas Kinerja
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Pemerintah, dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas 

Kinerja Instansi, serta Peraturan M enteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan 

Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama Selatpanjang 

disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi 

selama tahun 2019, dalam rangka mencapai visi dan misi, tujuan dan sasaran yang telah 

ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahun 2019, serta sebagai umpan balik untuk perbaikan 

kinerja pada tahun mendatang.

B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Sebagai pengadilan tingkat pertama, Tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama

Selatpanjang adalah sebagai b e r ik u t:

1. Tugas Pengadilan Agama

Sebagai pengadilan tingkat pertama, Pengadilan Agama Selatpanjang bertugas dan 

berwenang untuk : menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di 

tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, 

kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan Hukum Islam, serta wakaf, 

zakat, infaq, dan shadaqah, serta ekonomi syari'ah sebagaimana d ia tur dalam pasal 49 

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

2. Fungsi Pengadilan Agama

Untuk melaksanakan tugas dimaksud, maka Pengadilan Agama Selatpanjang 

mempunyai fungsi antara lain sebagai b e r ik u t:

a. Memberikan pelayanan Teknis Yustisial dan Administrasi Kepaniteraan bagi perkara 

tingkat pertama serta Penyitaan dan Eksekusi;

b. Memberikan pelayanan di bidang Administrasi Perkara Banding, Kasasi, dan 

Peninjauan Kembali, serta Administrasi peradilan lainnya;

c. Memberikan pelayanan Administrasi Umum pada semua unsur di lingkungan 

Pengadilan Agama;

d. Memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum Islam kepada 

instansi pemerintah apabila dim inta, sebagaimana d ia tur dalam pasal 52 Undang- 

Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Akuntabilitas Kinerja
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e. Memberikan pelayanan penyelesaian Permohonan Penetapan Waris atas harta 

peninggalan diluar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang 

dilakukan berdasarkan Hukum Islam sebagaimana d ia tur dalam pasal 107 ayat (2) 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

f. Waarmerking, Akta Keahliwarisan di bawah tangan untuk pengambilan 

Deposito/Tabungan, Pensiun, dan sebagainya;

g. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti memberikan pertimbangan 

hukum agama, pelayanan riset/Penelitian, melakukan pengawasan terhadap 

Advokat/Penasehat Hukum, serta

h. Memberikan istbat kesaksian Rukyatul Hilal dalam penentuan awal bulan 

Ramadhan.

C. STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama pasal 9 , menyebutkan 

bahwa struktur Pengadilan Agama Selatpanjang te rd iri dari Pimpinan, Hakim, Anggota, 

Panitera, Sekretaris dan Jurusita. Dan pasal 10 menyebutkan bahwa Pimpinan Pengadilan 

Agama te rd iri dari seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua, dengan dibantu oleh 

Kepaniteraan dan Kesekretariatan sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 

2015.

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana kewenangan Pengadilan Agama 

tersebut diatas, Pengadilan Agama Selatpanjang membagi tugas aparatnya sebagai b e r ik u t:

1. Ketua

Ketua Pengadilan Agama Selatpanjang bertugas dan bertanggung jawab atas tugas dan 

fungsi Peradilan Agama dengan baik, mengawasi dan mengevaluasi serta melaporkan 

pelaksanaan tugas sesuai kebijakan D irektur Jenderal Badan Peradilan Agama Agung RI 

serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku. Selain itu Ketua Pengadilan 

Agama Selatpanjang mempunyai fu n g s i:

a. M emimpin pelaksanaan tugas Pengadilan Agama Selatpanjang;

b. M em buat /program  kerja, menetapkan sasaran dan menjadwalkan rencana setiap 

tahun serta melakukan pengawasan atas pelaksanaannya;

J)Akuntabilitas Kinerja
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c. Membagi tugas dan menentukan penanggung jawab kegiatan secara jelas, serta 

mengarahkan pelaksanaan kegiatan;

d . Menyelenggarakan administrasi peradilan baik administrasi perkara maupun 

administrasi umum serta mengawasi pengelolaan Keuangan Perkara dan Keuangan 

DIPA;

e. Melaksanakan Rapat Koordinasi/Rapat Terbatas secara berkala dengan Hakim 

ataupun pejabat lainnya baik S truktural maupun Fungsional;

f. Memberi petunjuk dan bimbingan yang diperlukan baik bagi para Hakim, pejabat 

lainnya, maupun seluruh karyawan Pengadilan Agama Selatpanjang.

2. Wakil Ketua

Wakil Ketua Pengadilan Agama Selatpanjang bertugas mewakili Ketua dalam hal : 

Merencanakan dan melaksanakan tugas dan fungsi Peradilan Agama dengan baik, 

mengawasi dan mengevaluasi serta melaporkan pelaksanaan tugas sesuai kebijakan 

D irektur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI serta peraturan 

perundang-undangan lainnya yang berlaku. Selain itu  Wakil Ketua Pengadilan Agama 

Selatpanjang mempunyai fu n g s i:

a. Melaksanakan tugas-tugas Ketua apabila Ketua berhalangan;

b. Membantu Ketua dalam menyusun perencanaan/program kerja jangka pendek dan 

jangka panjang, pelaksanaannya dan pengorganisasian;

c. Melaksanaan tugas kepemimpinan yang didelegasikan Ketua kepadanya dalam hal 

melakukan pengawasan internal terutam a tentang jalannya tugas peradilan yang 

dilakukan oleh Hakim dan Pejabat Fungsional, maupun tentang jalannya tugas 

Administrasi Umum yang dilaksanakan oleh Pejabat Struktural;

d. M engkoordinir pelaksanaan Pengawasan Bidang dan melaporkan kepada Ketua 

Pengadilan Agama Selatpanjang;

e. M engkoordinir pelaksanaan pengawasan Disiplin Pegawai, dan penyelenggaraan 

Baperjakat;

f. Memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang diberikan Ketua untuk 

diselesaikan secara sederhana, cepat, dan dengan biaya ringan;

g. M engkoordinir pelaksanaan penerimaan pengaduan dan pelaporannya serta 

m e la k s a n a k a n  p e m e r ik s a a n  p e n g a d u a n  a ta s  p e r in ta h  K e tu a  a ta u  P im p in a n  

Mahkamah Agung RI sesuai dengan KMA Nomor : 076/SK/VI/2009 Tanggal 4 Juni 

2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengaduan Lembaga Peradilan.

Akuntabilitas Kinerja 4
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3. Hakim

Hakim bertugas mencatat dan m eneliti berkas perkara yang diterim a, menentukan hari 

sidang, menyidangkan perkara, membuat Putusan/ Penetapan, mengevaluasi dan 

menyelesaikan perkara yang ditangani serta melaksanakan tugas khusus dan 

melaporkannya kepada Ketua/Wakil Ketua selaku Koordinator, sebagai b e r ik u t:

a. Menerima dan m eneliti berkas perkara yang akan disidangkan dan mencatatnya 

dalam Buku Kalender Persidangan;

b. M em im pin/m engikuti sidang-sidang sebagai Ketua Majelis/Hakim Anggota;

c. Selaku Ketua Majelis menetapkan Hari Sidang;

d. Menetapkan Sita jam inan atas perkara yang ditangani;

e. M em buat konsep Putusan/Penetapan dan memarafnya;

f. M eneliti hasil ketikan Putusan/Penetapan dan memarafnya;

g. M em onitoring perkara-perkara tundaan yang menjadi wewenangnya untuk 

diproses lebih lanjut dengan dibantu Panitera Pengganti;

h. Bertanggung jawab atas pembuatan dan kebenaran Berita Acara persidangan dan 

menandatanganinya bersama Panitera Pengganti sebelum sidang berikutnya 

dilaksanakan;

i. Menandatangani Putusan/Penetapan bersama Panitera Pengganti;

j. Membantu m embuat gugatan lisan bagi pencari keadilan yang butahuruf;

k. M em buat jadwal persidangan (Court Calender);

l . Secara berkala melaporkan perkara yang ditangani kepada Ketua Pengadilan 

Agama;

m. M emerintahkan kepada Jurusita/Jurusita Pengganti untuk melakukan pemanggilan 

para pihak;

n. Melakukan pengawasan terhadap Panitera Pengganti dan Jurusita/Jurusita 

Pengganti berkaitan dengan perkara yang ditanganinya;

o. Menganalisa putusan/ Penetapan untuk meningkatkan mutu Putusan/ Penetapan;

p. Membantu Ketua Pengadilan Agama dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada 

masyarakat pencari keadilan;

q. Melaksanakan tugas khusus yang diberikan oleh atasan.

4. Kepaniteraan

Kepaniteraan Pengadilan Agama adalah aparatur dalam menjalankan tugas dan 

fungsinya berada dibawah tanggung jawab Ketua Pengadilan Agama. Kepaniteraan 

dipim pin oleh seorang Panitera yang mempunyai tugas melaksanakan pemberian 

dukungan dibidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat 

yang berkaitan dengan perkara.

Akuntabilitas Kinerja
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Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Kepaniteraan berfungsi 

sebagai penyelenggara:

a. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengawasan pelaksanaan tugas dalam 

pemberian dukungan dibidang teknis;

b. Pelaksanaan pengelolaan Administrasi Perkara Permohonan;

c. Pelaksanaan pengelolaan Administrasi Perkara Gugatan;

d. Pelaksanaan pengelolaan Administrasi Perkara, Penyajian Data Perkara, dan 

Transparansi Perkara;

e. Pelaksanaan pengelolaan Administrasi Keuangan Perkara yang ditetapkan 

berdasarkan peraturan dan perundang-undangan, m inutasi, evaluasi dan 

Administrasi Kepaniteraan;

f. Pelaksanaan Mediasi;

g. Pembinaan Teknis Kepaniteraan dan Kejurusitaan, serta

h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Agama Selatpanjang.

Kepaniteraan Pengadilan Agama Selatpanjang selain dipim pin oleh seorang Panitera, 

te rd iri dari dari 3 (tiga) Panitera Muda yaitu :

1) Panitera Muda Permohonan

Bertugas melaksanakan administrasi di bidang permohonan, dan mempunyai fungsi 

sebagai penyelenggara :

•  Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan, kelengkapan berkas perkara 

permohonan;

•  Pelaksanaan registerasi perkara permohonan;

•  Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada 

Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim dari 

Ketua Pengadilan;

•  Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan 

dim inutasi;

•  P e la k s a n a a n  P e m b e r ita h u a n  Isi P u tu s a n  t in g k a t  p e r ta m a  k e p a d a  p a ra  p ih a k  

y a n g  t id a k  h a d ir  d a la m  p e rs id a n g a n ;

•  P e la k s a n a a n  p e n y a m p a ia n  p e m b e r ita h u a n  p u tu s a n  t in g k a t  B a n d in g , K asasi, 

dan Peninjauan Kembali;

Akuntabilitas Kinerja 6
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•  Pelaksanaan pelayanan terhadap perm intaan Salinan Putusan Perkara 

Permohonan;

•  Pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum 

kepada para pihak dan menyampaikan relaas penyampaian isi putusan kepada 

Mahkamah Agung;

•  Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan 

hukum tetap;

•  Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap 

kepada Panitera Muda Hukum;

•  Pelaksanaan urusan Tata Usaha Kepaniteraan, dan

•  Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera/Pimpinan.

2) Panitera Muda Gugatan

Bertugas melaksanakan administrasi di bidang gugatan, dan mempunyai fungsi

sebagai penyelenggara :

•  Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan, kelengkapan berkas perkara 

gugatan;

•  Pelaksanaan registerasi perkara gugatan;

•  Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada 

Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim dari 

Ketua Pengadilan;

•  Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan 

dim inutasi;

•  Pelaksanaan Pemberitahuan Isi Putusan tingkat pertama kepada para pihak 

yang tidak hadir dalam persidangan;

•  Pelaksanaan pelayanan terhadap perm intaan Salinan Putusan Perkara Gugatan;

•  Pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum 

kepada para pihak dan menyampaikan relaas penyerahan isi putusan kepada 

Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru.

•  Pelaksanaan penerimaan konsinyasi;

•  Pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi;

•  Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan 

hukum tetap;
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•  Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap 

kepada Panitera Muda Hukum;

•  Pelaksanaan urusan Tata Usaha Kepaniteraan, dan

•  Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera/Pimpinan.

3) Panitera Muda Hukum

Bertugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data serta 

pelaporan perkara, dan mempunyai fungsi sebagai penyelenggara :

•  Pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan, dan penyajian data perkara;

•  Pelaksanaan hisab rukyat yang dikoordinasikan dengan Kantor Kementerian 

Agama;

•  Pelaksanaan penyusunan dan pengiriman laporan perkara;

•  Pelaksanaan penataan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip perkara;

•  Pelaksanaan penyiapan, pengelolaan dan penyajian bahan-bahan yang 

berkaitan dengan transparansi perkara;

•  Pelaksanaan penghimpunan pengaduan dari masyarakat, dan

•  Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera/Pimpinan.

5. Kesekretariatan

Kesekretariatan merupakan suatu un it kerja yang berfungsi sebagai tata usaha 

Pengadilan Agama dalam mengelola manajemen perkantoran pada umumnya, dan 

pada khususnya melaksanakan pemberian dukungan di bidang Administrasi, Organisasi, 

Keuangan, Sumber Daya manusia, serta sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan 

Agama. Kesekretariatan dipim pin oleh Sekretaris.

Kesekretariatan menyelenggarakan fu n g s i:

a. Penyiapan bahan pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran;

b. Pelaksanaan Urusan Kepegawaian;

c. Pelaksanaan Urusan Keuangan;

d. Penyiapan bahan pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana;

e. Pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistic;

f. Pelaksanaan urusan surat-menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga kantor, 

keamanan, keprotokolan, dan perpustakaan, serta
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g. Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan dokumentasi serta 

pelaporan di lingkungan Kesekretariatan.

Kesekretariatan Pengadilan Agama Selatpanjang dipim pin oleh seorang Sekretaris yang 

dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Agama 

Selatpanjang. Kesekretariatan te rd iri dari 3 (tiga) Kepala Sub Bagian, yaitu :

1) Sub Bagian Keuangan Dan Umum

Bertugas menyiapkan bahan pelaksanaan urusan surat-menyurat, kearsipan, 

perlengkapan, rumah tangga kantor, keamanan, keprotokolan, perpustakaan, serta 

pengelolaan Keuangan DIPA. Mempunyai fu n g s i:

•  Pelaksana urusan surat menyurat, kearsipan, dan penggandaan dokumen;

•  Pelaksana urusan perawatan dan pemeliharaan gedung, sarana dan prasarana 

serta perlengkapan kantor serta perpustakaan;

•  Pelaksana urusan Keamanan, Keprotokolan, dan Hubungan Masyarakat;

•  Pelaksana pengelolaan anggaran, perbendaharaan, akuntansi, dan verifikasi, 

pengelolaan barang m ilik Negara, serta pelaporan Keuangan.

2) Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan

Bertugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan program dan anggaran, 

pengelolaan Teknologi Informasi, dan Statistik, serta pelaksanaan pemantauan, 

evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan. Mempunyai fu n g s i:

•  Penyiapan bahan pelaksanaan perencanaan dan penyusunan program dan 

anggaran;

•  Penyiapan bahan pelaksanaan pengelolaan Teknologi Informasi dan Statistik, 

serta

•  Penyiapan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dokumentasi dan pelaporan.

3) Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana

Bertugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan administrasi Sumber 

D a y a  M a n u s ia  (S D M ), p e n a ta a n  O rg a n is a s i d a n  T a ta  L a k s a n a . M e m p u n y a i  fu n g s i :

•  Penyiapan bahan pelaksanaan penyusunan informasi, pendataan dan 

p e n g e m b a n g a n  p e g a w a i;

•  Penyiapan bahan pelaksanaan pengusulan Kenaikan Pangkat, pemindahan, dan 

Mutasi Pegawai;
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•  Penyiapan bahan pelaksanaan pengusulan pemberhentian dan pensiun 

pegawai;

•  Penyiapan bahan pelaksanaan pengelolaan Sasaran Kinerja Pegawai, dan 

Administrasi Jabatan Fungsional;

•  Penyiapan bahan pelaksanaan pengurusan kartu ASKES, KARPEG, KARIS/KARSU;

•  Penyiapan bahan pelaksanaan m onitoring Disiplin Pegawai, dan

•  Penyiapan bahan pelaksanaan penyusunan laporan Kepegawaian.

Sumber Daya Manusia (SDM) Pengadilan Agama Selatpanjang sesuai struktur 

sebagaimana KMA Nomor 7 Tahun 2016, te rd iri dari Tenaga Teknis (Kepaniteraan) dan 

Tenaga Non Teknis (Kesekretariatan). Tenaga Teknis te rd iri dari Hakim, Panitera, 

Panitera Muda, Panitera Pengganti dan Jurusita/Jurusita Pengganti. Tenaga Non 

Teknis/Kesekretariatan te rd iri dari Pejabat Struktural dan Staf. Jumlah sumber daya 

manusia Pengadilan Agama Selatpanjang tahun 2019 terakhir adalah sebagai b e r ik u t:

No N am a /  NIP Jabatan K eterangan

1 Elidasniwati, S.Ag., M.H. 

19710207 199903 2 002
Ketua

2 Fithriati AZ, S.Ag. 

19740729 199703 2 001
Wakil Ketua

3 H. M . Arifin, S.H. 

19590818 198203 1 001
Hakim

4 M . Afrizal, S.H 

19700408 199203 1 003
Panitera

5 Darsono, S.Pdl., M.H. 

19820509 200312 1 002
Sekretaris

6 Nur Qhomariyah, S.H. 

19801023 200012 2 001
Panitera Muda Hukum

7 Dwi Nofmiyani, S.Ag 

19761113 200212 2 003
Panitera Muda Gugatan

8 Wira Utama, S.H.I. Panitera Muda

19830626 200604 1 011 Permohonan

9 Sestri Lestari, S.H. Kasubbag Umum dan

19790916 200312 2 001 Keuangan

10 Moh. Abd. Ghoffar, S.Si Kasubbag Kepegawaian

19880118 200904 1 001 dan Ortala

11 Nurafriani, S.H.I. Kasubbag Perencanaan,

19840805 201001 2 038 Teknologi Informasi dan

Pelaporan

12 Ronni

19810125 200604 1 013
Jurusita

13 Marini

19701231 201408 2 002
Jurusita Pengganti

14 Ubed Bagus Razali, S.H.I. 

19861014 201712 1 001
Calon Hakim (Cakim)

15 Muhammad Aidzbillah, S.Sy. 

19910618 201712 1 003
Calon Hakim (Cakim)
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D. ISU -  ISU STRATEGIS

Dengan berkembangnya harapan masyarakat dunia terhadap tata kelola pemerintahan 

yang baik (good governance) dan clean governance, bebas dari korupsi, kolusi dan 

nepotisme, maka isu-isu strategis yang dihadapi Pengadilan Agama Selatpanjang adalah 

sebagai b e r ik u t:

1. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan untuk 

mempertahankan opini W ajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa 

Keuangan Republik Indonesia.

2. Semakin kritisnya masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan atas 

diberlakukannya transparansi sebagai implemetasi dari tun tu tan  masyarakat terhadap 

penegakan hukum

E. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Agama Selatpanjang disusun 

dengan sistematika sebagai b e r ik u t:

Kata Pengantar

Executive Summary (Ikhtisar Eksekutif)

Daftar Isi

BAB I : PENDAHULUAN, menguraikan gambaran umum mengenai Pengadilan

Agama Selatpanjang dan informasi tentang LKjIP, berisikan antara lain: 

Latar Belakang, Tugas dan Fungsi, Struktur Organisasi, Isu-isu strategis dan 

Sistematika Penyajian.

BABU PERENCANAAN KINERJA, menguraikan perencanaan dan penetapan kinerja 

Pengadilan Agama Selatpanjang, te rd iri dari: Rencana Strategis Tahun 2015- 

2019, Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2019, dan Perjanjian Kinerja Tahun 

2019.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA, menguraikan capaian kinerja Pengadilan Agama 

Selatpanjang, te rd iri dari: Pengukuran Kinerja (perbandingan antara target 

dan realisasi kinerja), Analisis Akuntabilitas Kinerja (berisi uraian tentang 

pencapaian sasaran-sasaran organisasi dengan pengungkapan dan 

penyajiandari hasil pengukuran kinerja), dan Akuntabilitas Keuangan.
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BAB IV : PENUTUP, te rd iri d a r i: Kesimpulan dan Saran.

LAMPIRAN : Terdiri atas:

1. Surat Keputusan Tim Penyusunan LKjIP PA Selatpanjang Tahun 2019

2. S truktur Organisasi

3. Reviu Indikator Kinerja Utama

4. Reviu Rencana Strategis Tahun 2015-2019

5. Rancangan Rencana Stategis Tahun 2020-2024

6. Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2020

7. Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2021

8. Perjanjian Kinerja Tahun 2020

9. Rencana Aksi Kinerja Tahun 2020
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Bab ((
Perencanaan Kinerja

A. RENCANA STRATEGIS 2015-2019

Rencana Strategis Pengadilan Agama Selatpanjang Tahun 2015-2019 merupakan 

kom itmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana 

dan terprogram  secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, 

pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk 

mencapai efektivas dan efesiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman 

dan tolak ukur kinerja Pengadilan Agama Selatpanjang diselaraskan dengan arah kebijakan 

dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional 

yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 

-2 0 2 5  dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015- 2019, sebagai pedoman 

dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam 

mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2015 - 2019.

1. Visi dan Misi

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan 

yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan 

Agama Selatpanjang. Visi Pengadilan Agama Selatpanjang mengacu pada Visi 

Mahkamah Agung RI. Yaitu: "Mendukung Terwujudnya Badan Peradilan Yang Agung 

Di Lingkungan Pengadilan Agama Selatpanjang

Visi ini menunjukkan keinginan yang kuat dari Pengadilan Agama Selatpanjang 

untuk menjadi lembaga peradilan yang dihorm ati, dan m emiliki keluhuran dan 

kemuliaan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam memutus perkara.

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang 

ditetapkan agar tujuan Pengadilan Agama Selatpanjang dapat terlaksana dengan baik. 

Misi Pengadilan Agama Selatpanjang untuk mencapai visinya tersebut adalah:
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1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparan.

2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan dalam rangka peningkatan 

pelayanan pada masyarakat.

3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang e fek tif dan efisien.

4. Melaksanakan te rtib  administrasi dan manajemen peradilan yang e fektif dan 

efisien.

5. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan

2. Tujuan dan Sasaran Strategis

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 

(satu) sampai dengan 5 (lima) tahun.Tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan 

visi dan misi. Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Agama Selatpanjang, 

sebagaimana term uat dalam rencana strategis, adalah sebagai berikut:

1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi.

2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan.

3. Mewujudkan kepercayaan publik terhadap Pengadilan Agama Selatpanjang.

Sasaran strategis adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu 

yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Sasaran 

strategis yang hendak dicapai Pengadilan Agama Selatpanjang pada tahun 2015-2019 

adalah sebagai b e r ik u t:

1. Peningkatan penyelesaian perkara.

2. Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim.

3. Peningkatan Efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.

4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice).

5. Peningkatan kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

6. Peningkatan kualitas pengawasan.

3. Program Utama dan Kegiatan Pokok

Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis Pengadilan Agama Selatpanjang, 

perlu ditetapkan program dan kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas-tugas 

untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Adapun program dan kegiatan 

pokok Pengadilan Agama Selatpanjang mengacu pada Mahkamah Agung RI, 

sebagaimana berikut:
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a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah 

Agung RI.

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya 

Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis, dengan kegiatan pokok 

yang dilaksanakan dalam program ini adalah :

1. Pembayaran gaji dan tunjangan tenaga teknis (Hakim, Panitera pengganti, Juru 

sita) dan non teknis (pegawai pengadilan);

2. Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran;

3. Perawatan gedung kantor,

4. Perawatan kendaraan dinas roda empat dan roda dua,

5. Perawatan inventaris kantor,

6. Langganan daya dan jasa,

7. Pembinaan dan konsultasi.

b. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama merupakan program untuk 

mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, te rtib  administrasi 

perkara, dan aksesbilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan Pokok yang 

dilaksanakan Pengadilan Agama Selatpanjang dalam pelaksanaan Program 

Peningkatan Manajemen Peradilan Agama dengan kegiatan adalah:

1. Penanganan perkara prodeo

2. Penyelesaian Administrasi Perkara

3. Pengiriman Berkas Perkara

4. Penyelesaian Putusan

5. Penyelenggaraan Pos Pelayanan Hukum

c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengadilan Agama Selatpanjang

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengadilan Agama Selatpanjang 

bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan 

prasarana. Kegiatan pokok program ini adalah mengusulkan/ mengajukan anggaran 

peningkatan sarana dan prasarana.
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B. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pengadilan Agama selatpanjang telah menetapkan reviu Indikator Kinerja Utama, dan dapat 

d ilihat sebagai b e r ik u t:

Tabel Indikator Kinerja Utama

a. Persentase perkara gugatan yang dilakukan mediasi

b. Persentase perkara yang dimediasi yang menjadi akta 

perdamaian dan perkara dicabut

c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan

d. Persentase perkara yang diselesaikan

e. Persentase perkara yang selesai dalam jangka waktu 

maksimal 5 bulan

f. Persentase perkara yang selesai dalam jangka waktu 

lebih dari 5 bulan

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : 

Banding 

Kasasi

Peninjauan Kembali

a. Persentase pendaftaran Perkara melalui e-Court

b. Persentase berkas yang diregister dan siap 

didistribusikan ke majelis

c. Persentase penyelesaian perkara melalui e-Elitigasi

d. Persentase berkas yang diajukan banding, kasasi dan PK 

yang sampai secara lengkap dan tepat waktu

e. Persentase penyampaian relaas pemberitahuan isi 

putusan tepat waktu,tem pat dan para pihak

f. Persentase penyitaan tepat waktu dan tem pat

g. Ratio Hakim terhadap perkara

a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan

b. persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan 

cara sidang keliling

c. persentase pencari keadilan golongan tertentu yang 

mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)

Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara

yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti

a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti

b. P ers e n ta s e  te m u a n  hasil p e m e rik s a a n  in te rn a l d an  

eksternal yang ditindaklanjuti

Peningkatan aksesibilitas masyarakat 

terhadap peradilan (acces to justice)

Meningkatnya kepatuhan terhadap  

putusan pengadilan 

Meningkatnya Kualitas Pengawasan
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C. RENCANA KINERJA TAHUN 2019

Pengadilan Agama Selatpanjang telah menyusun Rencana Kinerja yang memuat persentase 

target kinerja tahun 2019 untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada sasaran dan 

kegiatan. Rencana kinerja tersebut menjadi dasar dalam penetapan kesepakatan tentang 

kinerja yang akan diwujudkan oleh organisasi (performance agreement) atau lebih dikenal 

sebagai Penetapan Kinerja. Di samping itu, target kinerja yang telah disepakati tersebut 

akan menjadi kom itmen bersama yang harus dicapai dalam periode tahun 2019 

Tabel Rencana Kinerja Tahun 2019

Sasaran

Strateg is

In d ik a to r  K inerja  

U ta m a
T arg e t Program K egiatan

In d ik a to r

K egiatan
T arg e t

A n g g a ra n /

Rp

M e n in g k a tn y a

penye lesa ian

p e rk a ra

a. P ersentase  

perkara  

gugatan  yang  

dilakukan  

m ediasi

50%

b. Persentase  

p erkara  yang  

dim ediasi yang  

m en jad i akta  

p erd am aian  

dan perkara  

dicabut

5%

c. Persentase sisa 

p erkara  yang  

diselesaikan

100% D ukungan

m a n a jem en

dan

pelaksanaan  

tugas tekn ik  

la innya

Layanan

p erkan to ran

Persentase

terlaksananya

layanan

p erkan to ran

100% 2.976.033.000

d. P ersentase  

p erkara  yang  

diselesaikan

95% D ukungan

m an a jem en

dan

pelaksanaan  

tugas tekn ik  

la innya

Layanan

dukungan

m an a jem en

pengadilan

P ersentase

terlaksananya

layanan

dukungan

m an a jem en

pengad ilan

95% 2 4 .5 7 0 .0 0 0

e. Persentase  

p erkara  yang  

selesai dalam  

jangka w ak tu  

m aksim al 5  

bulan

97%

f. P ersentase  

p erkara  yang  

selesai dalam  

jangka w aktu  

leb ih  dari 5 

bulan

3%

Akuntabilitas Kinerja 17



LKjIP 2019
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

PENGADILAN AGAMA SELAT PANJANG TAHUN 2019

P eningkatan  

a k sep tab ilitas  

putusan  h ak im

P en in gkatan

e fe k tiv ita s

peng e lo laan

penye lesa ian

p e rk a ra

P en ingkatan

aksesib ilitas

m a s yaraka t

te rh a d a p

perad ilan

(accesto  ju s tice )

P ersentase perkara  

yang T idak  

M e n g a ju kan  U paya  

H ukum  :

•  Banding

•  Kasasi

•  PK

99%

99%

99%

a. P ersentase  

p e n d a fta ran  

P erkara m elalu i 

e-C o u rt

70%

b. P ersentase  

berkas perkara  

yang d ireg is ter 

dan siap 

did istribusikan  

ke m ajelis

100%

c. P ersentase  

penyelesaian  

P erkara m ela lu i 

e-Litigasi

50%

d. P ersentase  

berkas yang  

dia jukan  

banding, kasasi 

dan PK yang  

disam paikan  

secara lengkap  

dan  te p a t  w ak tu

100%

e. Persentase  

penyam paian  

relaas

p e m b e rita h u a n  

isi pu tusan  te p a t  

w a k tu , te m p a t  

dan para p ihak

100%

f. P ersentase  

p eny itaan  te p a t  

w a k tu  dan  

te m p a t

100%

g. Ratio Hakim  

te rh a d a p  perkara

1 : 1 0 0

Persentase Perkara  

P rodeo  yang  

diselesaikan

100% P eningkatan

M a n a je m e n

Peradilan

A gam a

B antuan

pem bebasan

biaya

perkara

P ersentase

terlaksananya

perkara

p rodeo

100% 6 .6 1 0 .0 0 0

P ersentase Perkara  

yang d iselesaikan  

dengan  cara sidang  

keliling

100% P eningkatan

M a n a je m e n

P eradilan

A gam a

Biaya

penyelesaia  

n perkara  

d iluar 

gedung  

perad ilan

Persentase  

te rlaksananya  

sidang keliling

100% 7 3 .0 0 0 .0 0 0
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M e n in g k a tn y a

kep a tu h a n

te rh a d a p

p utusan

peng ad ilan

Persentase Pencari 

Keadilan Golongan  

T e rte n tu  yang  

M e n d a p a t Layanan  

B antuan H ukum  

(P osbakum )

100% P eningkatan

M a n a je m e n

Peradilan

A gam a

Layanan

b antu an

hukum

dilingkungan

P eradilan

A gam a

P ersentase

terlaksananya

layanaan

b antu an

hukum

100% 1 5 .0 0 0 .0 0 0

P ersentase  

p erm o h o n an  

eksekusi atas  

putusan  p erkara  

yang berkeku atan  

h ukum  te ta p  yang  

d itin d ak lan ju ti

100%

M e n in g k a tn y a

Kualitas

P engaw asan

a. P ersentase  

pengaduan  

m asyarakat yang  

d itin d ak lan ju ti

100%

b. Persentase  

te m u a n  hasil 

p em eriksaan  

in te rn a l dan  

eksterna l yang  

d itin d ak lan ju ti

100%

D. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah Penetapan Kinerja yaitu pernyataan 

kom itmen yang mempresentasikan tekad dan jan ji untuk mencapai kinerja yang jelas dan 

te rukur dalam rentang waktu satu tahun te rten tu  dengan mempertimbangkan sumber daya 

yang dikelola. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan 

akuntabilitas, transparansi, dan kinerja sebagai wujud nyata kom itmen, sebagai dasar 

penilaian keberhasilan/kegagalan realisasi tujuan dan sasaran dalam menciptakan to lok 

ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja.
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PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel 

serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah in i :

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran 

perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah 

ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian terget kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi 

terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam 

rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jabatan

Nama : Elidasniwati, S.Ag., M.H.

: Ketua Pengadilan Agama Selatpanjang

Selanjutnya disebut Pihak Pertama,

Jabatan

Nama : Dr. H. Harun. S, S.H., M.H.

: Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru

Pihak Kedua

Dr. H. Harun. S, S.H., M.H.

N IP. 19560725 197903 1 010
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Tabel Perjanjian Kinerja 2019

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

UNIT KERJA : PENGADILAN AGAMA SELATPANJANG

N o S a s a ra n In d ik a to r  K in e r ja  U ta m a T a rg e t

■ ■ M en ingkatnya a. Persentase perkara gugatan yang 50%

penyelesaian perkara dilakukan m ediasi

b. Persentase perkara  yang d im ediasi yang 15%

m enjad i akta  perdam aian  dan perkara

d icabut

c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan 100%

d. Persentase perkara  yang diselesaikan 95%

e. Persentase perkara  yang selesai dalam 97%

jangka w aktu  m aksim al 5 bulan

f. Persentase perkara yang selesai dalam 3%

jangka w aktu  lebih dari 5  bulan

2 Peningkatan akseptabilitas Persentase perkara  yang T idak M engajukan

putusan hakim Upaya H ukum  :

•  Banding 99%

•  Kasasi 99%

•  PK 99%

3 Peningkatan e fektiv itas a. Persentase p end afta ran  Perkara m elalu i e - 70%

Pengelolaan Penyelesaian C ourt

Perkara
b. Persentase berkas perkara yang d ireg ister 100%

dan siap did istribusikan ke m ajelis  

c. Persentase penyelesaian Perkara m elalu i 50%

e-Litigasi

d. Persentase berkas yang dia jukan banding, 100%

kasasi dan PK yang d isam paiakn secara 

lengkap dan te p a t w aktu

e. Persentase penyam paian  relaas 100%

p em b eritahu an  isi putusan te p a t w ak tu , 

te m p a t dan para p ihak

f. Persentase penyitaan  te p a t w aktu  dan 100%

te m p a t

g. Ratio Hakim  te rh a d a p  perkara 1 : 1 0 0
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P eningkatan aksesibilitas  

m asyarakat te rh a d a p  

p erad ilan  (acces to  justice)

M en in g k a tn y a  kep atu han  

te rh a d a p  putusan  

pengad ilan

M e n in g ka tn ya  Kualitas  

Pengaw asan

a. Persentase P erkara P rodeo  yang 100%

diselesaikan

b. Persentase P erkara yang diselesaikan 100%

dengan cara sidang keliling

c. Persentase pencari kead ilan  golongan 100%

te rte n tu  yang m e n d a p a t Layanan B antuan

H ukum  (Posbakum )

P ersentase p erm o h o n an  eksekusi atas 100%

putusan  p erkara  yang b erkeku a tan  hukum  

te ta p  yang d itin d ak lan ju ti

a. P ersentase pengaduan  m asyarakat yang 100%

ditin d ak lan ju ti

b. P ersentase te m u a n  hasil p em eriksaan  100%  

in te rn a l dan  eksterna l yang d itin d ak lan ju ti

Kegiatan Anggaran

1. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan BUA Rp. 3.000.603.000

2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Lingkungan MA Rp. 12.500.000

3. Peningkatan Manajemen Peradilan Agama Rp. 94.610.000

Pihak Kedua

Dr. H. Harun. S, S.H., M.H. 

NIP.19560725 197903 1 010

Selatpanjang, 25 November 2019
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Bmh ill
Akuntabilitas Kinerja

A. PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2019

Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan 

suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi 

organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. 

Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai 

keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk 

mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi 

organisasi.

Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah 

dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja 

tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan reward/punishm ent, melainkan 

sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.

Capaian kinerja Pengadilan Agama Selatpanjang tahun 2019 diukur dengan cara 

membandingkan antara realisasi pencapaian indikator kinerja dengan target yang telah 

ditetapkan, sehingga te rliha t apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak.

Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target kinerja, namun 

demikian terdapat juga beberapa target yang belum tercapai dalam tahun 2019 ini. Rincian 

tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja tersebut diuraikan dalam tabel 

dibawah ini.

Tabel Realisasi Kinerja

N o S a s a ra n In d ik a t o r  K in e r ja  U ta m a T a r g e t R ea lis a s i C a p a ia n

l Meningkatnya a. Persentase perkara gugatan yang 50% 9,86% 9,86%

penyelesaian perkara dilakukan mediasi

b. Persentase perkara yang 15% 10,34% 10,34%

dimediasi yang menjadi akta

perdamaian dan perkara dicabut

c. Persentase sisa perkara yang 100% 100% 100%

diselesaikan perkara
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d. Persentase perkara yang 

diselesaikan

95% 98,38% 98,38%

e. Persentase perkara yang selesai 

dalam jangka waktu maksimal 5 

bulan

97% 98.90% 98,90%

Peningkatan akseptabilitas 

putusan hakim

f. Persentase perkara yang selesai 

dalam jangka waktu lebih dari 5 

bulan

Persentase perkara yang Tidak 

Mengajukan Upaya H ukum :

3% 1,10% 1,10%

•  Banding 99% 100% 100%

•  Kasasi 99% 100% 100%

•  PK
99% 100% 100%

Peningkatan efektivitas 

Pengelolaan Penyelesaian

a. Persentase pendaftaran Perkara 

melalui e-Court

70% 8,51% 8,51%

Perkara b. Persentase berkas perkara yang 

diregister dan siap didistribusikan 

ke majelis

100% 100% 100%

c. Persentase penyelesaian Perkara 

melalui e-Litigasi

50% N.A N.A

d. Persentase berkas yang diajukan 

banding, kasasi dan PK yang 

disampaiakn secara lengkap dan 

tepat waktu

100% 100% 100%

e. Persentase penyampaian relaas 

pemberitahuan isi putusan tepat 

waktu, tem pat dan para pihak

100% 100% 100%

f. Persentase penyitaan tepat 

waktu dan tem pat

100% 100% 100%

g. Ratio Hakim terhadap perkara 1 :1 0 0 1 :1 2 4 1 :1 2 4

Peningkatan aksesibilitas 

masyarakat terhadap

a. Persentase Perkara Prodeo yang 

diselesaikan

100% 100% 100%

peradilan (acces to  justice) b. Persentase Perkara yang

diselesaikan dengan cara sidang 

keliling

100% 100% 100%

c. Persentase pencari keadilan 100% 100% 100%

golongan tertentu yang 

mendapat Layanan Bantuan 

Hukum (Posbakum)
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5 Meningkatnya kepatuhan Persentase permohonan eksekusi 100% N.A N. A

terhadap putusan atas putusan perkara yang

pengadilan berkekuatan hukum tetap yang

ditindaklanjuti

6 Meningkatnya Kualitas a. Persentase pengaduan 100% N. A N. A

Pengawasan masyarakat yang ditindaklanjuti

b. Persentase temuan hasil 100% 100% 100%

pemeriksaan internal dan

eksternal yang ditindaklanjuti

B. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA

Analisis akuntabilitas kinerja pada dasarnya diarahkan untuk mengukur tingkat 

pencapaian visi yang ditetapkan dan dijabarkan dalam misi. Selanjutnya dalam usaha 

mewujudkan visi tersebut ditetapkan tujuan dan sasaran strategis agar dapat diambil suatu 

kebijakan dalam penentuan program dan kegiatan pokok untuk menyusun suatu 

perencanaan. Oleh karena itu, analisis akuntabilitas kinerja secara rinci dilaksanakan 

berdasarkan tingkat keberhasilan kegiatan yang ditetapkan.

Analisis capaian kinerja diperlukan untuk mendapatkan umpan balik guna 

melakukan perbaikan terhadap rencana kinerja tahun berikutnya. Adapun analisis hasil 

capaian kinerja Pengadilan Agama Selatpanjang tahun 2019 sesuai sasaran yang ditetapkan, 

diuraikan sebagai b e r ik u t:

1. Sasaran Peningkatan Penyelesaian Perkara

Sasaran strategis peningkatan penyelesaian perkara dimaksudkan untuk 

menggambarkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan peradilan di Pengadilan 

Agama Selatpanjang dengan mengukur tingkat penyelesaian perkara, sisa perkara 

maupun ketepatan waktu dalam penyelesaian perkara. Sasaran ini menggunakan 6 

(enam) Indikator Kinerja utama.

Capaian sasaran peningkatan penyelesaian perkara pada tahun 2019, 

dibandingkan dengan tahun sebelumnya sesuai dengan masing-masing Indikator Kinerja 

Utama adalah sebagai berikut:

Tabel Capaian Sasaran 1: Peningkatan Penyelesaian Perkara
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Sasaran 1 : P en in gkatan  P enyelesa ian  P erkara

Realisasi
T arg et C apaian

In d ik a to r  K inerja  U la m a

2 015 2 016 2 017 2 0 1 8 2 0 1 9 2 019 2 0 1 9

a. Persentase perkara yang 

dilakukan mediasi
12,76% 13,11% 11,16% 14,60% 9,86% 50% 9,86%

b. Persentase perkara dimediasi 

yang menjadi akte perdamaian 

dan perkara yang dicabut

21,2% 20,4% 18% 21,5% 10,34% 15% 10,34%

C. Persentase sisa perkara yang 

diselesaikan.

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

d. Persentase perkara yang 

diselesaikan.
92,59% 88,59% 92,02% 97,52% 98,38% 95% 98,38%

e. Persentase perkara yang 

diselesaikan dalam jangka 

waktu maksimal 5 bulan

97.4% 98,94% 99,6% 97,4% 98,90% 97% 98,90%

f . Persentase perkara yang 

diselesaikan dalam jangka 

waktu lebih dari 5 bulan

2,5% 1,14% 2,4% 2,5% 1,10% 3% 1,10%

Analisis capaian sasaran 1 adalah sebagai berikut:

a. Indikator Kinerja Persentase Perkara Yang Dilakukan Mediasi

Ukuran realisasi in d ika to r kinerja persentase perkara yang dilakukan mediasi 

adalah perbandingan antara jum lah  perkara gugatan yang dilakukan mediasi 

dengan jum lah  perkara masuk yang harus dimediasi.

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 01 Tahun 2008 tentang 

Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara perdata gugatan yang masuk ke Pengadilan 

harus melalui proses mediasi agar perkara yang didaftarkannya dapat diselesaikan 

diluar persidangan.

Tabel Persentase perkara yang dilakukan mediasi

Sasaran 1 :  P en in gkatan  P enyelesa ian  P erkara

Realisasi T arg e t C apaian
In d ik a to r  K inerja  U ta m a

2 015  2 0 1 6  2 0 1 7  2 0 1 8  2 0 1 9 2 0 1 9 2 0 1 9

Persentase perkara yang dilakukan 

mediasi
12,76% 13,11 % 11,16% 14,60% 9,86% 50% 9,86%
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Perkara gugatan pada tahun 2019 sejumlah 286 perkara. Dari jum lah tersebut, 

perkara yang dapat dilakukan mediasi sebanyak 29 perkara atau 9.86%, sementara 

target yang ditetapkan sebesar 50%.

Tidak tercapainya target sasaran indikator kinerja ini bukan disebabkan oleh 

rendahnya kinerja hakim dalam melakukan mediasi, namun disebabkan oleh keadaan 

sebagai berikut:

- Perkara yang disidangkan mayoritas tidak dihadiri oleh salah satu pihak (verstek), 

sehingga tidak mungkin dilakukan mediasi.

- Masih rendahnya kesadaran para pihak untuk melakukan mediasi.

b. Indikator Kinerja Persentase Mediasi Yang Menjadi Akta Perdamaian dan Perkara 

yang dicabut

Ukuran realisasi in d ika to r k inerja persentase mediasi yang menjadi akta 

perdamaian dan perkara yang dicabut adalah perbandingan antara jum lah  mediasi 

yang berhasil m enjadi akta perdam aian dengan jum lah  perkara yang dimediasi.

Tabel Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian dan perkara yang dicabut

Sasaran 1 :  P en in gkatan  P enyelesa ian  P erkara

Realisasi T arg e t C apaian
In d ik a to r  K inorja U ta m a

2 015 2 0 1 6 2017 2 0 1 8 2 019 2 0 1 9
__________ L

2 0 1 9

Persentase mediasi yang menjadi 

akta perdamaian dan perkara yang 21,2% 20,4% 18% 21,5% 10,34% 15% 10,34%

dicabut

Dari jum lah 29 perkara yang dapat dilakukan mediasi sebagaimana pada poin 

indikator kinerja di atas, 3 yang menjadi akta perdamaian, atau 10,34% dari target. 

Permasalahan yang m embuat perkara yang dilakukan mediasi tidak berhasil menjadi 

akta perdamaian adalah sebagai berikut:

Ketidakhadiran salah satu pihak dalam mediasi

Perkara yang diajukan ke Pengadilan Agama didominasi perkara permasalahan 

keluarga yang biasanya perselisihan dalam rumah tangga Penggugat sudah 

diupayakan perdamaiannya oleh keluarga, sehingga para pihak dalam perkara 

tersebut kukuh dengan sikapnya dan sulit didamaikan.
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c. Indikator Kinerja Persentase Sisa Perkara Yang Diselesaikan

Ukuran realisasi in d ika to r kinerja persentase sisa perkara yang diselesaikan 

adalah perbandingan sisa perkara yang diselesaikan dengan sisa perkara yang harus 

diselesaikan.

Tabel Persentase Sisa Perkara yang Diselesaikan

Sasaran 1 : P en in gkatan  P enyelesa ian  P erkara

Realisasi T arg e t C apaian
In d ik a to r  K inorja U la m a

2 015 2 0 1 6  2 0 1 7  2 0 1 8  2019 2 0 1 9 2 0 1 9

Persentase sisa perkara yang 

diselesaikan
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Realisasi persentase sisa perkara yang diselesaikan pada tahun 2019 

mencapai ta rge t 100%. Capaian te rsebu t d ipero leh dari sisa perkara tahun 

sebelumnya yang harus diselesaikan pada tahun 2019, ya itu  perkara gugatan 

sejum lah 8 perkara, dan perkara perm ohonan sejum lah 0 perkara, seluruhnya 

dapat diselesaikan d itahun 2019.

Tabel Penyelesaian Sisa Perkara Tahun 2015 - 2019

Tahun 2015 Tahun 2 016 Tahun 2 017 Tahun 2 018 Tahun 2 019

Jenis Perkara
Sisa Selesai 

2015

Sisa Selesai 

2 016

Sisa Selesai 

2017

Sisa Selesai 

2 0 1 8  |

Sisa Selesai 

2019

Gugatan

Permohonan

19 19 

1 1

34 34 27 27 

0 0 1 1

8 8 

0 0

6 6 

0 0

Tabel di atas m em perliha tkan kinerja penyelesaian sisa perkara dari tahun 

2015 sampai dengan tahun 2019, seluruh sisa perkara pada tahun sebelumnya 

selalu dapat diselesaikan pada tahun berjalan.

Pencapaian ini m enunjukan bahwa sistem kerja yang berlaku di lingkungan 

Pengadilan Agama Selatpanjang te lah berja lan dengan baik dan lancar Sehingga 

tidak  ada sisa perkara tahun sebelumnya yang tidak  selesai pada tahun berikutnya.
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d. Indikator kinerja persentase perkara yang diselesaikan

Ukuran realisasi ind ika to r kinerja persentase perkara yang diselesaikan 

adalah perbandingan jum lah  perkara yang diselesaikan dengan jum lah  perkara yang 

harus diselesaikan (sisa perkara tahun sebelum nya d itam bah perkara yang masuk 

pada tahun berjalan).

Tabel Persentase Perkara yang Diselesaikan

Sasaran 1 :  P en in gkatan  P enyelesa ian  P erkara

In d ik a to r  K inerja  U ta m a

Persentase perkara yang 

diselesaikan

Realisasi T arg e t C apaian

2 0 1 5  2 016 2 017 2 0 1 8 2 019 2 0 1 9 2 0 1 9

92,59%  88,59% 92,02% 97,52% 98,38% 95% 98,38%

Perkara yang diselesaikan Pengadilan Agama tahun 2019 te rd iri dari jenis 

perkara gugatan dan perkara permohonan, dengan rincian:

•  Perkara gugatan berjumlah 294 perkara, te rd iri dari 286 perkara yang diterim a pada 

tahun 2019 dan 8 perkara sisa tahun 2018. Dari jum lah tersebut dapat diselesaikan 

sebanyak 288 perkara dan 6 perkara menjadi sisa perkara untuk diselesaikan tahun 

berikutnya. Persentase capaian penyelesaian perkara adalah 97,95% dari 

keseluruhan perkara gugatan pada tahun 2019.

•  Perkara permohonan berjumlah 78 perkara, te rd iri dari 78 perkara yang diterim a 

pada tahun 2019 dan 0 perkara sisa tahun 2018. Dari jum lah tersebut dapat 

diselesaikan sebanyak 78 perkara dan 0 perkara menjadi sisa perkara untuk 

diselesaikan tahun berikutnya. Persentase capaian penyelesaian perkara adalah 

100% dari keseluruhan perkara permohonan pada tahun 2019.

•  Persentase keseluruhan perkara, baik gugatan maupun permohonan, yang 

diselesaikan pada tahun 2019 sebesar 98,38% dari jum lah perkara diterima, melebihi 

target yang ditetapkan sebesar 95%.

Tabel diatas m enunjukkan peningkatan Realisasi Persentase Penyelesaian 

Perkara gugatan dan perm ohonan tahun 2019 dibandingkan dengan pencapaian 

pada tahun sebelumnya. Adanya peningkatan yang cukup signifikan te rsebut 

m enunjukkan peningkatan kinerja M aje lis Hakim dalam m enyelesaikan perkara.

Perbandingan pencapaian penyelesaian perkara lima tahun terakhir dapat 

dilihat pada tabel di bawah in i :
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Tabel Perbandingan Persentase Penyelesaian Perkara

e. Indikator Kinerja Persentase Perkara yang Diselesaikan dalam Jangka Waktu 

Maksimal 5 Bulan.

Ukuran realisasi ind ika to r kinerja Persentase Perkara yang selesai maksimal 5 

bulan adalah perbandingan jum lah  perkara yang diselesaikan dalam jangka w aktu  5 

bulan dengan jum lah  perkara yang harus diselesaikan dalam jangka w aktu  maksimal 

5 bulan (di luar sisa perkara tahun sebelumnya).

Tabel Persentase Perkara yang selesai maksimal 5 bulan

Sasaran 1 :  P en in gkatan  P enyelesa ian  P erkara

Realisasi T arg e t C apaian
In d ik a to r  K inorja U ta m a

2 0 1 5  2 016 2017 2 0 1 8  2 019 2 0 1 9 2019
i

Persentase perkara yang selesai 

maksimal 5 bulan
97,4% 98,94% 99,6% 97,4% 98,90% 97% 98,90%

Pada tahun 2019, perkara yang diterim a Pengadilan Agama Selatpanjang 

sebanyak 364 perkara. Dari jum lah tersebut, perkara berhasil diselesaikan dalam waktu 

maksimal 5 bulan, 362 atau 98,90% dari jum lah perkara diterim a.

Target yang ditetapkan untuk indikator kinerja Persentase Perkara yang selesai 

maksimal 5 bulan pada tahun 2019 adalah 97% dari jum lah perkara masuk, sementara 

realisasinya mencapai 98,90%. Perbandingan antara target dengan realisasi 

menunjukkan pencapaian kinerja mencapai 1,90%. Kondisi ini menunjukkan kinerja 

majelis hakim dalam penyelesaian perkara sangat baik.

f .  P e r s e n ta s e  p e r k a r a  y a n g  d is e le s a ik a n  d a la m  ja n g k a  w a k t u  le b ih  d a r i  5  b u la n .

Ukuran realisasi ind ika to r kinerja Persentase Perkara yang diselesaikan dalam 

jangka waktu lebih dari 5 bulan adalah perbandingan jum lah  perkara yang
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diselesaikan dalam jangka w aktu  lebih dari 5 bulan dengan jum lah  perkara yang 

diselesaikan dalam jangka w aktu  kurang dari 5 bulan.

Tabel Persentase Perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan

Sasaran 1 :  P en in gkatan  P enyelesa ian  P erkara

Realisasi T arg e t C apaian
In d ik a to r  K inerja  U ta m a

2 0 1 5  2 016 2 017  2 018 2 0 1 9 2 0 1 9 2 019

Persentase perkara yang 

diselesaikandalam jangka waktu 

lebih dari 5 bulan

2 ,5 %  1 ,1 4 % 2 ,4 %  2 ,5 % 1 ,1 0 % 3% 1 ,1 0 %

Perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan sebanyak 4 

perkara atau 9,15% dari jum lah 366 perkara masuk yang diselesaikan tahun 2019. 

Adapun target yang ditetapkan adalah 3%, sehingga dengan demikian persentase 

perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan berada di atas target 

yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa hasil kinerja yang dicapai sangat baik dan 

melampaui target yang ditetapkan.

2. Sasaran Peningkatan Akseptabilitas Putusan Hakim

Ukuran realisasi ind ika to r kinerja persentase perkara yang tidak mengajukan 

upaya hukum banding, kasasi, dan peninjauan kembali d ilihat dari Persentase perkara 

yang putus dibandingkan perkara putus yang tidak mengajukan upaya hukum banding, 

kasasi, dan peninjauan kembali.

Tabel Realisasi Sasaran 2 : Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim

Sasaran 2 : P en in gkatan  A ksep tab ilitas  Putusan H ak im

Realisasi T arg e t C apaian
In d ik a to r  K inerja  U ta m a

2 015
i

2 0 1 6 2 017 2 0 1 8 2 0 1 9 2 0 1 9 2 0 1 9

Persentase perkara yang tidak 

mengajukan upaya h u ku m : 

Banding 9 9 ,6 0 % 9 9 ,6 2 % 1 0 0 % 1 0 0 % 1 0 0 % 9 9 % 1 0 0 %

Kasasi 1 0 0 % 1 0 0 % 1 0 0 % 1 0 0 % 1 0 0 % 9 9 % 1 0 0 %

Peninjauan Kembali 1 0 0 % 1 0 0 % 1 0 0 % 1 0 0 % 1 0 0 % 9 9 % 1 0 0 %
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Analisis capaian sasaran 2 adalah sebagai berikut:

Pada tahun 2019, Pengadilan Agama Selatpanjang berhasil menyelesaikan 366 perkara, 

yang te rd iri dari:

-  Perkara perdata gugatan sebanyak 286 perkara.

- Perkara perdata permohonan sebanyak 78 perkara

Dari semua perkara yang diselesaikan tersebut, tidak ada yang perkara 

mengajukan upaya hukum banding yang putusannya dikuatkan oleh pengadilan tingkat 

banding. Dengan demikian, indikator kinerja akseptabilitas putusan hakim 

menunjukkan kinerja yang sangat baik dan melampaui target yang ditetapkan dengan 

capaian 100%. Capaian tersebut juga menunjukkan bahwa kinerja majelis hakim dalam 

memutus perkara telah memenuhi rasa keadilan sehingga diterim a baik oleh pencari 

keadilan.

3 . S a sa ran  P en in gk a ta n  E fek t iv ita s  P en g e lo la an  P en y e le sa ia n  P erk a ra

Sasaran strategis peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara 

dimaksudkan untuk menggambarkan efektivitas dan efisiensi administrasi peradilan di 

Pengadilan Agama Selatpanjang. Indikator Kinerja Utamanya adalah sebagai berikut:

Tabel Capaian Sasaran 3: Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara

Sasaran 3 : Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Indikator Kinerja Utama

Realisasi
Target Capaian

2015 2016 2017 2018 2019 2019 2019

a. Persentase pendaftaran perkara 

melalui e-Court
N. A N. A N.A N. A 8,51% 70% 8,51%

b. Persentase berkas yang 

diregister dan siap 

didistribusikan ke Majelis

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

C. Persentase penyelesaian 

perkara melalui e-Litigasi
N.A N.A N.A N.A N. A 50% N. A

d. Persentase berkas yang 

diajukan banding, kasasi, PK 

yang disampaikan secara 

lengkap dan tepat waktu

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

e. Persentase penyampaian relaas 

pemberitahuan isi putusan 

tepat waktu, tempat dan para 

pihak

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

f. Persentase penyitaan tepat 

waktu dan tempat
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

g- Rasio hakim terhadap perkara 1 :90 1 : 159 1 : 171 1 :90 1:124 1 : 100 1 : 124
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Analisis capaian sasaran 3 adalah sebagai berikut:

a. Persentase Pendaftaran Perkara Melalui e-Court

Ukuran realisasi ind ika to r kinerja Persentase pendaftaran perkara melalui e- 

Court d ilihat dari jum lah perkara yang m endaftar melalui e-Court dibandingkan jum lah 

perkara yang terdaftar.

T a b e l P ersen tase  P e n d a fta ra n  P e rk ara  M e la lu i e -C o u rt

S asaran  3 : P e n in g k a ta n  E fe k tiv ita s  P e n g e lo la a n  P e n y e le s a ia n  P e rk a ra

R ealisas i
T a rg e t C a p a ia n

In d ik a to r  K in orja  U ta m a

2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8  2 0 1 9 2 0 1 9 2 0 1 9

Persentase pendaftaran perkara 

melalui e-Court
N.A N. A N.A - N.A 8,51% 70% 8,51%

Jumlah perkara yang diterim a pada tahun 2019 sebanyak 364 Perkara namun 

yang mendaftar melalui e-Court tahun 2019 sebanyak 31 perkara. Tidak tercapainya 

target sasaran indikator kinerja ini bukan disebabkan oleh rendahnya kinerja Pengadilan 

Agama Selatpanjang, namun disebabkan oleh keadaan sebagai berikut:

Masih m inimnya pemahamn para pihak berperkara terhadap prosedur penerimaan 

perkara melalui e-Court.

b. Persentase Berkas Yang Diregister Dan Siap Didistribusikan Ke Majelis

Ukuran realisasi ind ika to r kinerja Persentase berkas yang diregister dan siap 

didistribusikan ke Majelis d ilihat dari jum lah perkara yang didistribusikan ke majelis 

hakim dibandingkan jum lah perkara yang diterim a.

T ab e l P ersen tase  b erkasyan g  d ire g is te rd a n  siap  d id is tr ib u s ikan  ke  M a je lis

S as aran  3 : P e n in g k a ta n  E fe k tiv ita s  P e n g e lo la a n  P e n y e le s a ia n  P e rk a ra

R ealisasi
T a rg e t C a p a ia n

muiKdiur runerjd u idiiid

2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7  2 0 1 8 2 0 1 9 2 0 1 9 2 0 1 9

Persentase berkas yang diregister 

dan siap didistribusikan ke Majelis
100% 100% 100% 100% 100% 100%

Perkara yang diterim a Pengadilan Agama pada tahun 2019 sebanyak 364 

perkara. Seluruh proses administrasi perkara tersebut telah selesai diregistrasi dan
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didistribusikan ke Majelis sesuai dengan petunjuk Pola Bindalmin dan Standar 

Operasional Prosedur Pengadilan Agama Selatpanjang. Dengan demikian pencapaian 

indikator kinerja berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis telah 

memenuhi target 100% sebagaimana telah ditetapkan. Pencapaian target ini 

mengindikasikan bahwa sistem kerja yang berlaku di lingkungan Pengadilan Agama 

Selatpanjang telah berjalan dengan baik.

Jumlah perkara yang diterim a tahun 2019 setiap bulan dapat dlihat pada grafik 

berikut in i :

c. Persentase Penyelesaian Perkara Melalui e-Litigasi

Ukuran realisasi ind ika to r kinerja Persentase penyelesaian perkara melalui e- 

Litigasi d ilihat dari jum lah perkara yang diselesaikan melalui e-Litigasi dibandingkan 

jum lah perkara yang te rda fta r melalui e-Court.

T a b e l P ersen tase  P enye lesa ian  P e rk ara  M e la lu i e-L itigasi

S as aran  3 : P e n in g k a ta n  E fe k tiv ita s  P e n g e lo la a n  P e n y e le s a ia n  P e rk a ra

R ealisasi

In d ik a to r  K in e rja  U ta m a  !--------------------- r—  ------------ 1---------------------------------------------- ------------------------

Persentase penyelesaian perkara 
melalui e-Litigasi

R ealisasi
T a rg e t C a p a ia n

2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9 2 0 1 9 2 0 1 9

N. A N. A N.A N. A N. A 50% N. A
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Jumlah perkara yang m endaftar melalui e-Court tahun 2019 sebanyak 31 

perkara dan yang diselesaikan melalui e-Litigasi 0 perkara. Tidak tercapainya target 

sasaran indikator kinerja ini bukan disebabkan oleh rendahnya kinerja Pengadilan 

Agama Selatpanjang, namun disebabkan oleh keadaan sebagai berikut:

Perkara yang te rda fta r melalui e-Court pada saat persidangan tanpa dihadiri oleh 

pihak Tergugat atau Termohon (verstek) sehingga tidak memungkinkan untuk 

diselesaikan secara e-Litigasi.

d. Persentase Berkas Yang Diajukan Banding, Kasasi Dan PK Yang Disampaikan Secara 

Lengkap dan tepat waktu

Ukuran realisasi ind ika to r kinerja Persentase berkas yang diajukan banding, 

kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap dan tepat waktu d ilihat dari jum lah 

berkas perkara banding, kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap dan tepat 

waktu dibandingkan jum lah perkara yang mengajukan upaya hukum banding, kasasi 

dan PK.

T a b e l P ersen tase  B erkas Yang D ia ju ka n  B and ing , Kasasi D an  PK Y ang D isam p a ikan  Secara  

Lengkap d an  te p a t  w a k tu

S as aran  3  : P e n in g k a ta n  E fe k tiv ita s  P e n g e lo la a n  P e n y e le s a ia n  P e rk a ra

R ealisasi
T a rg e t C a p a ia n

In d ik a to r  K in e rja  U ta m a

2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9 2 0 1 9 2 0 1 9

Persentase berkas yang diajukan 

banding, kasasi dan PK yang 

disampaikan secara lengkap dan 

tepat waktu

1 0 0 % 1 0 0 % 1 0 0 % 1 0 0 % 1 0 0 % 1 0 0 % 1 0 0 %

Perkara yang banding tahun 2019 sebanyak 0 perkara. Tidak ada berkas perkara 

yang disampaikan secara lengkap dan tepat waktu sehingga dengan demikian indikator 

kinerjanya terpenuhi target 100%.

e. Persentase Penyampaian Pemberitahuan Relaas Putusan Tepat Waktu, Tempat Dan 

Para Pihak

Ukuran realisasi ind ika to r kinerja Persentase penyampaian pemberitahuan 

relaas putusan tepat waktu, tem pat dan para pihak d ilihat dari Persentase jum lah relaas 

putusan yang disampaikan kepada pihak tepat waktu dibandingkan jum lah putusan.
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Tabel Persentase penyampaian pemberitahuan retaas putusan tepat waktu, tempat dan para 

pihak

S as aran  3  : P e n in g k a ta n  E fe k tiv ita s  P e n g e lo la a n  P e n y e le s a ia n  P e rk a ra

R ealisas i
T a rg e t C a p a ia n

2 0 1 5  2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9 2 0 1 9 2 0 1 9

Persentase penyampaian 

pemberitahuan relaas putusan
I' 100% 100%  
tepat waktu, tem pat dan para

pihak

100% 100% 100% 100% 100%

Perkara yang putus pada Pengadilan Agama Selatpanjang pada tahun 2019 

sebanyak 366 perkara, te rd iri dari 358 perkara yang putus pada tahun 2019 ditambah 8 

perkara sisa tahun 2018 dan diputus pada tahun 2019. Keseluruhan putusan perkara 

tersebut telah disampaikan secara tepat waktu kepada para pihak.

f. Persentase Penyitaan Tepat Waktu Dan Tempat

Pengadilan Agama Selatpanjang tidak menerima permohonan sita sepanjang 

tahun 2019. Jadi persentase penyitaan tepat waktu dan tem pat pada tahun 2019 dapat 

d ilihat pada tabel b e r ik u t:

Tabel Persentase penyitaan tepat waktu dan tempat

S asaran  3 : P e n in g k a ta n  E fe k tiv ita s  P e n g e lo la a n  P e n y e le s a ia n  P e rk a ra

R ealisasi
T a rg e t C a p a ia n

In d ik a to r  K in o rja  U ta m a

2 0 1 5  i 2 0 1 6  2 0 1 7  2 0 1 8  2 0 1 9 2 0 1 9 2 0 1 9

Persentase penyitaan tepat waktu _____ ____ _ ____ _____
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

dan tem pat

g. Rasio Hakim Terhadap Perkara

Pada tahun 2019 Pengadilan Agama Selatpanjang memproses 372 perkara yang 

te rd iri dari sisa tahun lalu sebanyak 8 perkara dan perkara tahun 2019 sebanyak 364 

perkara. Jumlah hakim Pengadilan Agama Selatpanjang sebanyak 3 Hakim. Sehingga 

perbandingan majelis Hakim dengan jum lah perkara adalah 1 :1 2 4 .

Perbandingan jum lah Majelis Hakim terhadap jum lah perkara dapat dilihat 

pada grafik di bawah in i :
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Perbandingan dengan Jumlah Perkara Tahun 2018 dan 2019

■ 2018 

■ 2019

4. Sasaran Peningkatan Aksesibilitas Masyarakat Terhadap Peradilan (acces to justice)

Sasaran strategis Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap Peradilan 

(acces to  justice) menggambarkan efektivitas dan efisiensi Pengadilan Agama 

Selatpanjang dalam memberikan layanan secara prodeo, pelaksanaan sidang keliling, 

dan layanan posbakum. Indikator Kinerja Utamanya adalah sebagai b e r ik u t:

T ab e l C apa ian  Sasaran 4  : P en in g ka tan  A ksesib ilitas  M a s y a ra k a t T e rh a d a p  P erad ilan  (acces to  

ju s tice )

Sasaran 4  : P en in gkatan  A ksesib ilitas M a s y a ra k a t T e rh a d a p  P erad ilan  (acces to  justice)

In d ik a to r  K inerja  U ta m a
Realisasi

Target C apaian

2015 2 016 2017 2 0 1 8 2 019 2019 2 0 1 9

a. Persentase Perkara Prodeo yang 

diselesaikan
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

b. Persentase Perkara yang

diselesaikan dengan cara sidang 

keliling

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

c. Persentase Pencari Keadilan

Golongan Tertentu yang Mendapat 

Layanan Bantuan Hukum 

(Posbakum)

N.A N. A N. A N.A 100% 100% 100%

Analisis capaian sasaran 4 adalah sebagai beriku t:

a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 pasal 60B bahwa "negara 

menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu sebagaimana
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dimaksud pada ayat (2) harus melampirkan surat keterangan tidak mampu dari 

kelurahan tem pat dom isili yang bersangkutan".

Tabel Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan

Sasaran 4  : P en in gkatan  A ksesib ilitas M a s y a ra k a t T e rh a d a p  P erad ilan  (acces to  justice)

•

In d ik a to r  K inerja  U ta m a
Realisasi T arg e t C apaian

2 015 2 0 1 6 2 017 2 0 1 8 2 019 2019 2 0 1 9

Persentase Perkara Prodeo 

yang diselesaikan
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Ukuran realisasi indikator kinerja persentase perkara prodeo yang diselesaikan 

adalah perbandingan perkara prodeo yang diselesaikan dengan perkara prodeo yang 

masuk. Pada tahun 2019 in i pengadilan Agama Selatpanjang menangani perkara 

prodeo sebanyak 10 perkara dan semuanya telah diselesaikan pada tahun in i juga.

Perbandingan jum lah perkara prodeo yang diselesaikan dalam empat tahun 

terakhir dapat d ilihat pada grafik di bawah in i :

■  Target «Realisasi

b. Persentase Persentase Perkara Yang Diselesaikan dengan Cara Sidang Keliling

Ukuran realisasi ind ika to r kinerja Persentase perkara yang diselesaikan dengan 

cara sidang keliling d ilihat dari perbandingan perkara yang diselesaikan di luar gedung
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pengadilan dibandingkan jum lah perkara yang seharusnya diselesaikan di luar gedung 

pengadilan.

Tabel Persentase Perkara yang diselesaikan dengan Cara Sidang Keliling

T e rh a d a p  Sasaran 4  : P en in gkatan  A ksesib ilitas M a s y a ra k a t P erad ilan  (acces to  ju s tice )

In d ik a to r  K inerja  U ta m a  ________
Realisasi T arg et

C apaian

2 015 2 0 1 6  2 017  2 0 1 8  2 0 1 9  2 0 1 9 2 0 1 9

Persentase Perkara yang

diselesaikan dengan cara 1 0 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

sidang keliling

Pada tahun 2019 perkara sidang keliling yang ditangani Pengadilan Agama 

Selatpanjang adalah 55 perkara, dalam semua perkara tersebut telah diselesaikan. Dengan 

demikian indikator kinerjanya terpenuhi 100%.

c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum 

(Posbakum)

Ukuran realisasi in d ika to r kinerja persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu 

yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) adalah perbandingan pencari 

keadilan golongan te rte n tu  yang m endapatkan layanan bantuan hukum  dengan 

pencari keadilan golongan te rte n tu .

Tabel Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan 

Hukum (Posbakum)

Sasaran 4  : P en in gkatan  A ksesib ilitas M a s y a ra k a t T e rh a d a p  P erad ilan  (acces to  justice)

In d ik a to r  K inerja  U ta m a
Realisasi

T arg e t C apaian

2 015 2 0 1 6 2017 2 018 2 019 2 0 1 9 2 019

Persentase Pencari Keadilan 

Golongan Tertentu yang 

M endapat Layanan Bantuan 

Hukum (Posbakum)

N. A N. A N. A N.A 100% 100% 100%

P e rs e n ta s e  P e n c a r i K e a d ila n  G o lo n g a n  T e r te n tu  y a n g  M e n d a p a t  L a y a n a n  B a n tu a n  

H u k u m  (P o s b a k u m ) p a d a  ta h u n  2 0 1 9  s e b a n y a k  1 5 0  ja m  la y a n a n /J L , d a n  s e m u a  te re a lis a s i 

s es u a i d e n g a n  ta r g e r  y a n g  te la h  d ite ta p k a n .  D e n g a n  d e m ik ia n  in d ik a to r  k in e r ja n y a  

t e r p e n u h i  1 0 0 % .
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5. Sasaran Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

Ukuran realisasi persentase kepatuhan terhadap putusan pengadilan adalah 

perbandingan antara jum lah putusan perkara yang d itindaklanju ti dengan jum lah putusan 

perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap (BHT).

T ab e l C apa ian  Sasaran 5  : P e rsen tase  P e rm o h o n an  Eksekusi a ta s  P utusan  P erkara  yan g  

B e rk e k u a ta n  H u ku m  T e ta p  yan g  D itin d a k la n ju ti

Sasaran 5 : M e n in g k a tn y a K e p a tu h a n  T e rh a d a p  Putusan Pengad ilan

, ,  Realisasi 
In d ik a to r  K inerja  U ta m a  .......... ...... T arg et C apaian

2 0 1 5  2 0 1 6  2 0 1 7  2 0 1 8  2 0 1 9
.......... ....... .....  i

2 019 2 0 1 9

Persentase Permohonan

Eksekusi atas Putusan Perkara

D L L .  U I .  T *  N.A N-A N.A N.A N.A 
yang Berkekuatan Hukum Tetap

100% N. A

yang Ditindaklanjuti

Analisis capaian sasaran 5 adalah sebagai berikut:

Pengadilan Agama Selatpanjang tidak ada menerima permohonan eksekusi atas 

putusan perkara yang ditindaklanjuti (dieksekusi) selama tahun 2019, persentase 

putusan perkara perdata yang ditindaklanju ti (dieksekusi) pada Pengadilan Agama 

Selatpanjang Tahun 2019 tidak dapat diukur.

6. Sasaran Meningkatnya Kualitas Pengawasan

Tabel Capaian Sasaran 6 : Sasaran Meningkatnya Kualitas Pengawasan

Sasaran 6 : M e n in g k a tn y a  K ualitas P engaw asan

In d ik a to r  K inerja  U ta m a
Realisasi

T arg et C apaian

2 015 2 016 2017 2 0 1 8 2 019 2 019 2 0 1 9

a. Persentase pengaduan 

masyarakat yang N. A N. A N.A N. A N. A 100% N.A

ditindaklanjuti 

b. Pesentase temuan hasil 

pemeriksaan internal dan

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
eksternal yang 

ditindaklanjuti
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Analisis capaian sasaran 6 adalah sebagai beriku t:

a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti.

Ukuran realisasi ind ika to r kinerja Persentase pengaduan masyarakat yang 

d itindaklanju ti d ilihat dari jum lah pengaduan masyarakat yang ditindaklanju ti 

dibandingkan dengan jum lah pengaduan masyarakat yang diterima.

Sasaran 6 : M e n in g k a tn y a  K ualitas P engaw asan

In d ik a to r  K inerja  U ta m a
Realisasi

T arg et C apaian

2 015 2 016 2017 2 0 1 8 2 019 2 019 2 019

Persentase pengaduan

masyarakat yang N. A N.A N.A N. A N. A 100% N. A

ditindaklanjuti

Pengadilan Agama Selatpanjang selama tahun 2019 tidak ada menerima 

pengaduan masyarakat. Hal ini membuktikan bahwa pegawai Pengadilan Agama 

Selatpanjang telah bekerja secara profesional. Dengan demikian persentase pengaduan 

masyarakat yang ditindaklanju ti pada Pengadilan Agama Selatpanjang Tahun 2019 tidak 

dapat diukur.

b. Persentase Temuan Hasil Pemeriksaan Internal dan Eksternal Yang Ditindaklanjuti

Ukuran realisasi ind ika to r kinerja Persentase temuan hasil pemeriksaan 

internal dan eksternal yang d itindaklanju ti d ilihat dari Persentase jum lah temuan hasil 

pemeriksaan internal dan eksternal yang d itindaklanju ti dibandingkan jum lah temuan 

hasil pemeriksaan internal dan eksternal.

Sasaran 6 : M e n in g k a tn y a  Kualitas P engaw asan

In d ik a to r  K inerja  U ta m a
Realisasi T arg et C apaian

2 015 2 016 2 017 2 0 1 8 2 019
2 019 2 019

Pesentase temuan hasil 

pemeriksaan internal dan 

eksternal yang ditindaklanjuti

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Selama tahun 2019, Pengadilan Agama Selatpanjang mendapat pengawasan 

dan pembinaan yang dilaksanakan oleh Hakim Pengawas internal dan Hakim Tinggi 

Pengawas Daerah Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru (eksternal). Pengawasan
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tersebut menghasilkan 7 temuan internal dan 7 temuan eksternal yang memerlukan 

tindaklanjut perbaikan. Dari 14 temuan tersebut seluruhnya sudah ditindaklanjuti, 

sehingga capaian kinerja indikator 100%, dan sudah sesuai dengan target. Pencapaian 

indikator kinerja di atas menunjukkan sistem kerja pada Pengadilan Agama 

Selatpanjang telah berjalan dengan baik.

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Pengelolaan keuangan di Pengadilan Agama Selatpanjang tahun 2019 di kelola oleh

Tim

1.

Pengelola Keuangan, yang te rd iri dari: 

Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yaitu : Darsono, S.Pd.l., M.H.

2. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yaitu : Darsono, S.Pd.l., M.H.

3. Bendahara Pengeluaran yaitu : Sestri Lestari, S.H.

4. Bendahara Penerimaan yaitu : Wira Utama, S.H.I.

5. Penandatangan SPM yaitu : Moh. Abd. Ghoffar, S.SI.

Sebagaimana telah dipaparkan pada Bab I (satu), bahwa untuk melaksanakan tugas 

pokok dan fungsinya, Pengadilan Agama Selatpanjang didukung oleh 3 (tiga) Program 

Utama sesuai te rtera  dalam DIPA 2019, te rd iri dari DIPA Dirjen Badan Peradilan Agama dan 

DIPA Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung. Rincian ketiga program utama tersebut 

sebagai berikut :

NO U RA IA N A NG G A R A N

1. Program Peningkatan Manajem en Peradilan Agama (DIPA Badan 

Peradilan Agama)

94.610.000

2 Program Dukungan Manajem en dan Pelaksanaan Tugas Teknis 

Lainnya Mahkamah Agung (DIPA Badan Urusan Administrasi)

3.000.603.000

3 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah 

Agung (DIPA Badan Urusan Administrasi)

12.500.000

Realisasi dari ketiga program kegiatan tersebut adalah sebagaimana dijelaskan dalam tabel 

di bawah ini:
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1. Program Peningkatan Manajemen Peradilarn Agama (DIPA Badan Peradilan Agama)

No A NG G A RA N

KEGIATAN

P A G  U REALISASI S I S A CAPAIAN %

1 Penyelesaian perkara 

prodeo
6.610.000 6.545.000 65.000 99%

2 PelaksanaanSidang

Keliling
73.000.000 73.000.000 0 100%

3 Layanan Bantuan 

Hukum ( Posbakum)
15.000.000 15.000.000 0 100%

Grafik Realisasi Anggaran DIPA 04

2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah 

Agung (DIPA Badan Urusan Administrasi)

No A NG G A R A N

KEGIATAN

P A G  U REALISASI S I S A CAPAIAN %

1 Belanja Pegawai 1.737.668.000 1.699.631.255 38.036.745 98,21%

2 Belanja Barang 898.865.000 897.047.125 1.817.875 99,80%

Grafik Realisasi Anggaran DIPA 01
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3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

No A N G G A R A N  

KEGIATAN

P A G  U REALISASI S I S A CAPAIAN %

j  Belanja Modal 12.500.000 12.500.000 0 100%

Grafik Belanja Modal
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BafelW
Penutup

A. KESIMPULAN

Pencapaian kinerja Pengadilan Agama Selatpanjang Tahun 2019 merupakan 

pencapaian Pengadilan Agama Selatpanjang atas target kinerja yang telah ditetapkan dalam 

penetapan kinerja tahun 2019. Secara umum, capaian kinerja Pengadilan Agama 

Selatpanjang telah memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Laporan yang disajikan dalam LKjIP menunjukkan berbagai keberhasilan maupun 

kegagalan capaian strategis Pengadilan Agama Selatpanjang pada tahun anggaran 2019. 

Capaian strategis tersebut tersaji jelas dalam capaian analisis kinerja berdasarkan tujuan 

dan sasaran.

Pengadilan Agama Selatpanjang dalam rangka mewujudkan pelayanan prima 

kepada para pencari keadilan, dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada Standar 

Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Perkara dan Standar Operasional Prosedur (SOP) 

Pelayanan Publik yang telah Didiskusikan dengan bagian terka it dengan analisa beban kerja.

B. SARAN

Berdasarkan evaluasi terhadap permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan 

tugas tahun 2019, Pengadilan Agama Selatpanjang menyampaikan beberapa hal untuk 

mengatasi kendala-kendala dalam pelaksanaan tugas dan menunjang peningkatan kinerja, 

sebagai berikut:

1. Penambahan sumber daya manusia baik pegawai maupun hakim sesuai dengan formasi 

yang dibutuhkan.

2. Penambahan alokasi dana anggaran (DIPA) khususnya untuk belanja modal dalam 

upaya memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana.

3. Meningkatkan pelaksanaan Diklat Pegawai dan Bimbingan Teknis terhadap seluruh 

aparat Pengadilan Agama untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Profesional 

dan berintegritas tinggi.
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P E R N Y A T A A N  T E L A H  D IR E V IU  

P E N G A D IL A N  A G A M A  S E L A T P A N J A N G  

T A H U N  A N G G A R A N  2 0 1 9

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Agama Selatpanjang untuk tahun 

anggaran 2019 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dim uat dalam 

Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pengadilan Agama Selatpanjang.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, 

andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam 

meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.
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N O

I

C H E C K L IS T  R E V IU

P E R N Y A T A A N C HECK LIST

Format 1. Laporan Kinerja (LKj) telah 

menampilkan data penting IP

v '

y2. LKj telah menyajikan informasi target 

kinerja
y

3. LKj telah menyajikan capaian kinerja IP 

yang memadai
S

4. Telah menyajikan dengan lampiran yang

mendukung informasi pada badan laporan y

5. Telah menyajikan upaya perbaikan ke 

depan y

6. Telah menyajikan akuntablitas keuangan

Mekanisme 1. LKj IP disusun oleh unit kerja y

penyusunan

2.

yang memiliki tugas fungsi untuk itu 

Informasi yang disampaikan dalam LKj 

telah didukung dengan data yang 

memadai

y

V
3. Telah terdapat mekanisme 

penyampaian data dan informasi dari unit 

kerja ke unit penyusun LKj
y

4. Telah ditetapkan penanggung

jawab pengumpulan data/inform asi di

setiap un it kerja y

5. Data/informasi kinerja yang 

disampaikan dalam LKj telah 

diyakini keandalannya
4

y

6. Analisis/penjelasan dalam LKj 

telah diketahui oleh unit kerja 

terka it y

7. LKj IP bukan merupakan 

gabungan unit kerja di bawahnya.

Substansi 1. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai 

dengan tujuan/sasaran dalam perjanjian 

kinerja

y

y
2. Tujuan/sasaran dalam LKj telah selaras 

dengan rencana strategis
y

3. Jika bu tir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka 

terdapat penjelasan yang memadai

4. Target Indikator Kinerja y
5. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai 

dengan target indikator kinerja 

tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja.

y

6. IKU pada LKj telah sesuai dengan dokumen 

IKU yang ditetapkan

y

7. Jika bu tir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka 

terdapat penjelasan yang memadai

y
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8. Telah terdapat perbandingan data kinerja

dengan tahun lalu, standarnasional dan 

sebagainya yang bermanfaat

9. IKU dan IK telah cukup mengukur
Ytujuan/sasaran

10. Jika "tidak" telah terdapat penjelasan yang 

memadai
S

11. IKU dan IK telah SMART
S
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SURAT KEPUTUSAN 

K E T U A  P E N G A D IL A N  A G A M A  S E L A T P A N J A N G  

N o m o r : W 4 -A 8 /3 1 .e /O T .0 1 .2 /S K /1 1 /2 0 1 9

T E N T A N G

P E M B E N T U K A N  T IM  P E N Y U S U N A N  

L A P O R A N  K IN E R J A  IN S T A N S I P E M E R IN T A H  (L K jIP )  T A H U N  2 0 1 9  

P E N G A D IL A N  A G A M A  S E L A T P A N J A N G

K E T U A  P E N G A D IL A N  A G A M A  S E L A T P A N J A N G

Menimbang

M engingat

a. Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 

29 Tahhun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

b. Bahwa untuk kelancaran Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 

(LKjIP) Tahun 2019, Pengadilan Agama Selatpanjang perlu membentuk tim  

penyusunan tersebut;

c. Bahwa nama-nama yang tercantum  dalam Surat Keputusan Ketua 

Pengadilan Agama Selatpanjang dipandang cakap dan mampu dalam 

melaksanakan tugas sebagai Tim Penyusunan dim aksud;

1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang 

Akuntabilitas Instansi Pemerintah;

2. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2004 tentang 

Percepatan Pemberantasan Korupsi;

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang 

Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementrian 

Negara Republik Indonesia

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan 

K inerja Instansi Pemerintah;

5. Peraturan M enteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Perjanjian 

Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu A tas Laporan Kinerja 

Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nom or 7 Tahun 2015 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan 

Peradilan;

MEMUTUSKAN



Menetapkan

Pertama

Kedua

Ketiga

Keputusan Ketua Pengadilan Agama Selatpanjang tentang Pembentukan 

Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LK jlP ) Tahun 2019.

M enunjuk dan mengangkat yang namanya tersebut pada la jur dua dalam  jabatan 

sebagaim ana tercatum  dalam la jur tiga, dan bertugas sebagaim ana tersebut 

dalam  la jur em pat dalam  daftar lam piran keputusan ini;

Keputusan ini m ulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian 

hari ternyata terdapat kekeliruan dalam  keputusan in i akan diadakan perbaikan 

seperlunya;

Petikan Keputusan ini disam paikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui 

dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab;



Lampiran : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Selatpanjang 

Nomor : W4-A8/31 .e/O T.01.2/11/2019 

Tanggal : 25 November 2019

No Nama Jabatan Keterangan

1 2 3 4

1 Elidasniwati, S.Ag., M.H. Ketua Pelindung/Penasehat

2 Fithriati AZ, S.Ag. W akil Ketua Pelindung/Penasehat

3 H. M. Arifin, S.H. Hakim Pengarah

4 M. Afrizal, S.H. Panitera Koordinator

5 Darsono, S .Pd.l., M.H. Sekretaris Koordinator

6 Nur Qhomariyah, S.H. Panmud Hukum Anggota

7 Dwi Nofm iyani, S.Ag Panmud Gugatan Anggota

8 W ira Utama,S.H.I. Panitera Permohonan Anggota

9 Nur A friani, S.H. Kasubbag Perencanaan, 

Tekonologi Inform asi dan 

Pelaporan

Anggota

10 Sestri Lestari, S.H. Kasubbag Umum dan 

Keuangan

Anggota

11 Moh. Abd. Ghoffar, S.S.I. Kasubbag Kepegawaian 

dan Organisasi Tata 

Laksana

Anggota


